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= KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULL TAPAN
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TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021
NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

Menimbang 8. Bahwa dalam rangka kepastian dan kesesuaian
dntara perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan
yang sudah ditetapkan serta diselaraskan dengan
ketentuan yang ada dipandang perlu dilakukan
evaluasi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja (R-APB) MNagari Kubu
Tapan Tahun 2021 dimalksud.

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu
ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat S Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonem Kabupaten dalan
lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19356
Nomor 25) jo Undang Undang Darurat. Nomor 2]
Tahun 1957 tentang Perubahan Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembenrukan Daerah Otonom Rabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomeor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang  Pembentuka Daerah
Swantantra Tingkat 11 dalam Lingkungan Daerah
Swatantra Tingkat | Sumatera Tengah sebagai




Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643 )

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi dan Nepatisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 lentang
Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tamhbahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5049);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah {Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Noor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah teralkhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang
Nonor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomoer 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No or 5679):
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 1 tshun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau dalam
rangka mengahdapi Ancaman yang embahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran




10,

11.

12.

13.

14,

Negara Republik Indonesia Nomor B35 16);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nameor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
lentang  pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 45094);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negaran Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pearaturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah beberapa kalai diubah, terakhir denpgan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanasn Undang-Undang nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negaran
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan PemerintahNoor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negaran Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

lentang  Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang




16.

17.

L 8.

19,

20,

21.

22.

23.

24,

25,

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 84 Tahun
2015 tentang Susunan Oganisasi dan Tata Kerja
Pemenintahan Desa:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
24017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tghun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daecrah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indoncsia
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Noor 1641);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/ PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahkun 2020
Nomor 1641);




26.

27.

23

29,

30.

J1.

32,

33.

Peraturan Lembaga Kebjjakan Penge n
Barang/Jasa Pemerinta Nomor 12 tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Dacrah Kebupaten Peisisir Selatan
Nomor 46 Tahun 2002 tentang pembentukan
Nagari Kubu Tapan Di Kecamalan Ranah Ampek
Hulu Tapan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomeor 40 tahun
2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan
Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2019 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak
Asal Usul;

Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 46 Tahun
2020 tentang Standar Biaya Pemerintah MNagari
tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun
tentang Talta Cara Pembagian dan Penetapan
Alokasi Dana Nagari Bersumber dari Anggaran dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Bagi Hasil dan Restribusi Daerah setiap Nagari
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021;

- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun

tentang Tata Cara 2021 Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten
Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran dan
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 202;

2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun

2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun2021 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana
Nagarl yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan MNagari Kubu Tapan Nomor 09 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemeriniah Nagari




Tahun 2021:

37, Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahun 202 -

MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan
Kecamatan Ranakh Ampek Huluy Tapan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
\APE Nagari-p) |, Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah
Ampelt  Huly Tapan Tahun 2021 sebagaimana
lercantum dalam lampiran Keputusan Camat ini.

Wali  Nagari Kuby Tapan  bersama Badan
Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan Kecamatan
Ranah Ampek Huly Tapan  wajib melakukan
PEfyempurnaan dan penvesuain terhadap Rancangan
Peraturan  Nagari lentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari  Kubu Tapan
Kecamatan Ranah Ampek Huly Tapan Tahun Anggaran
2021  apahila  tejadi kekurangan diharapkan
disermnpurnaken sesuaj dengan Peraturan vang ada.

Dalam hal ini Walj Nagari Kubu Tapan beserta Badan
Permusywaratan Nagan tidak menindaklanjuti hasil
Eavaluasi sebagaimana dimaksud dalam  diltym
kesatu dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Nagari Kuby Tapan maka Camat membatalkan
Peraturan Nagari  yang dimaksud sekaligus
menyatakan berlakunya Pagu APB Nagari Kubuy Tapan
Tahun Anggaran 2021,

Wali Nagari Kubuy Tapan wajib menyampaikan
Rancangan Peraturan Negari Kubu Tapan yang telah
disempumnakan dan telah disesuaikan dengan hasil
Evaluasi dimaksud kepada Bupati Pesisir Selatan,

Keputusan Camat inj berlaku sejak tanggal ditetaplkan,




Ditetapkan di  : Pasar Beriang

Pada T&ngga! -;-,-LBL:E uvernhrr 2021

Tembusan disampaikan kepda YTH :
4. Bapak Bupati Pesisir Sclatan di Painan
2 Kepala DPPKAD Kab. Psisir Selatan di painan

Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
% Pertinggal.
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NAGARI KUBU TAPAN

PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang : a&. bahwa sehubungan terjadi perkembangan vang tidak

] sesuai dengan Rencana Angparan vyang telah
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari, karena adanya Perubahan Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebapgaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun
Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25)jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);




Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.38);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049):

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

|[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 5405);

Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nemor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Discase
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional danfatau Stabilitas Sistem Keuangan
merjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang




i1.

13.

14.

13.

16,

17T

18,

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4594);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
[Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Dess sebagaimana telah
beberapa  kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik  Indoncsia Tahun 2014 Nomar 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 202] tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa {Berita
Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2004);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusaywaratan Desg (Berita
Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun




19,

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27,

28,

2018 tentang Pengelolaan Keuanpan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);
Peraturean Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyvawarah Desa
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengrlolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Momor
164 1);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMEK.OT /2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan
Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 149);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali
Nagari, Perangkat MNagari serta Tunjangan
Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun
2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari
Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Nagari sctiap Napgari di Kabupaten Pesisir
Sclatan yang bersumber dari Angearan Pendapatan
dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021
tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan




Alokasi Dana Magari Yang Bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021:

29, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

= Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah setiap Nagari
yvang bersumiber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021;

30. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomar 1 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nagari Tahun 2017-2022;

31. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola
Pemerintah Nagari:

32, Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari:

33. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 4 Tahun 2071
Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari
Tahun 2021;

Dengan Kescpakatan Berzama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
Dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN

MEMUTUSKAN:

etapkankan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
KUBU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.1.254.461.400,00,-
(Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat
Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah),
berkurang sejumlah Rp, (9.565.805,-) (Lima Juta Lima
Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima
Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.249.895.595,00,- {Satn
Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan
Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Semhilan




Puluh Lima Rupiah | dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan Nagari

a. Semula Rp. 1.254.461.400,00,-
b. bertambah / (berkurang) Rp. _ (5.565.805, X
- Jumlah pendapatan Rp. 1.249 895 505 00

sctelah perubahan

2. Belanja Nagari

a. Semula Rp. 1.254.461.400,00,
b. bertambah/(berkurang) Rp. (5.565.805,00]
Jumlah belanja sctelah ~ Rp, '1.249 895505 00
perubsahan
Surplus/(Defisit) setelah Rp. 3.490.156 81
perubahan
3. Pembiayaan
3.1. Penerimaan Ep. 2.490.156,81
Pembiayaan
a. Semula Rp. 5.490.156,81
b. bertambah/(berk Rp. 0,00
urang)
Jumlah penerimaan Rp. 5.490.156,8]

setelah perubahan
3.2. Pengeluaran

Pembiayaan
c. Semula Rp. 2.490.156,81
d. bertambah/(berk Rp. 0,00
urang)
Jumlah penerimaan Ep. _5ﬁ1_5-ﬁ,_31_
setelah perubahan
Selisih Pembiayaan (3.1 - Rp. 0,00
3.2)
Sisa Lebih/({Kurang) Rp. 0,00
Perhitungan Anggaran

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari sebagaimana dimalesud Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran Yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Nagari ini,

Pasal 3




Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan APB N AEAri.

Pasal 4
Peraturan Nagari ini  mulaj berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran
Nagari Kubu Tapan.

Ditetapkan  : Nagari Kubu Tapan
Pada : 15 November 2021

n di Nagari Kubu Tapan
tanggal : 15 November 2021
ARIS T!.Eﬂm KUBU TAPAN
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NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2021 NOMOR 5




BERITA ACARA
Nomor : 140/ 7% /WN.KT/2021

KESEFAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI
NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
= KABUPATEN PESISIR SELATAN

TENTANG

PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (P-APBNag)
TAHUN ANGGARAN 2021

ia hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua
U kami yang bertanda tangan dibawah ini :

EYAFRIADI AHMAD : Wali Nagari Kubu Tapan dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Nagarn Kubu
Tapan selanjutnya disebut sebagai PIHAK

HESBATU
EYAMSUL 1 Ketua BAMUS Nagari Kubu Tapan
IPIL : Wakil Ketua BAMUS Nagari Kubu Tapan dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Kubu
Tapan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

nyatakan bahwa:

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (RPAPB Nagari) Tahun Anggaran
2021 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan Penyesuaian dan
Perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita
Acara ini.

PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Penyesuaian dan
Perubahan RPAPB Nagari Tahun Anggaran 2021, scbagaimana tertuang
Jpada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan Perubahan dan Korekesi
atas RAPB Nagari Tahun Anggaran 2021 sclaras dengan Penyesuaian dan
Perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita
Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
_fditandatungﬂni Berita Acara ini.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan




sniuk mendapat Pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
‘setelah ditandatangani Berita Acara ini.

1an Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebapaimana mestinya.

Mengetahui Oleh :

4 fW%LI NAGARI KETUA BAMUS NACARI
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NAGARI KUBU TAPAN




